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Abstrak 
Dalam ikehidupani di imasyarakat hubungan ihukum yang sering idilakukan menyangkut perikatan 
iyang merupakan kegiatan sehaari-hari iyang dilakukan setiap masyarakat, dimana pengertian dari 
perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum iharta benda (vermogens recht) antara dua orang atau 
lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan ipihak lainnya berkewajiban untuk melaksana-
kannya. Perikatan dapat bersumber dari undang-undang dan Perjanjian, hubungan hukum yang 
sering terjadi dalam kegiatan masyarakat salah isatunya adalah jual ibeli dimana jual ibeli merupakan 
isalah satu bentuk perikatan yang bersumber pada perjanjian. terjadi jual beli dimana jual beli baik 
tertulis maupun lisan, jual ibeli merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat 
Indonesia salah satunya jual beli tanah dan bangunan yang merupakan benda tidak bergerak, jual beli 
merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak iyang satu dengan pihak yang lain, namun jaul 
beli tanah dan bangunan yang terjadi di masyarakat sering iterjadi penyimpangan hukum, sehinnga 
diperlukannya klarifikasi mengenai masalah-masalah hukum yang terjadi di iIndonesia salah 
isatunya mengenai jual ibeli tanah dan bangunan stand serta kepemilikan hak yang diperoleh agar 
ipara pembeli maupun penjual mendapat kepastian dan perlindungan hukum agar tidak ada 
masyarakat yang dirugikan. Tujuan idilakukan ipenelitian jurnal ini iadalah untuk mengetahui dan 
menganalisis akibat hukum iyang ditimbulkan atas iJual Beli stand dan Pengoperan Hak bagi pembeli 
stand yang hanya diberikanitanda bukti hak iberupa Sertipikat iHak Memakai Ruangan untuk jangka 
waktu selamanya 
Kata kunci: perjanjian, jual beli, hak pakai ruangan, sewa menyewa 
A. Pendahuluan 
Padai saat ini begitui banyaki permasalahani hukum yangii terjadi di isekitar 
imasyarakat Indonesia karena terdapat ihubungan ihukum antara imasyarakat yangisatu 
dengan yang lain yang salah satunya hubungani ihukum yang sering dilakukan  imenyang-
kut perikatan yang merupakan kegiatani sehari-harii yang dilakukani setiap imasyarakat, 
dimanai pengertiani dari perikatani yaitu suatui ikatani yang idibuat mengikat dalam 
bidangi hukum hartai benda (vermogens irecht) iantara yang satu dengan yang lain atau an-
tara idua orang iatau lebih, dimana isatu pihak berhak iatas isuatu prestasi idan pihak 
lainnya berkewajiban iuntuk memberikan prestasi tersebut. Perikatan idapat bersumber 
idari undang-undang idan iPerjanjian, hubungan hukum yangi sering terjadi dalam kegiatan 
masyarakat salah satunya adalah  jual ibeli dimana jual beli imerupakan salahi satu ibentuk 
perikatan dengan sumber idari perjanjian. 
Jual ibeli terjadi dengan adanya hubungan hukum yang saling mengikat antarai 
pihak penjual dan pihak pembeli. iPenjual imengikatkan dirinya iuntuk menyerahkan isuatu 
barang/prestasi dan pembeli imengikatkan diri untuk imembayar harga ibarang/prestasi 
dengan ijumlah yang telah idisepakati ikedua belah pihak. Jual beli adalah perjanjian/per-
setujuan di mana isatu ipihak (penjual) i mengikat idiri iuntuk imenyerahkan ihak milik atas 
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benda/barang kepada pihak lainnya (pembeli) yang mengikat dirinya untuk membayar 
harganya iberupa iuang ikepada ipenjual.3 
Berdasarkan pengertian itersebut dimana jual beli, maka iPerjanjian ijual-beli 
termasuki dalam perjanjian itimbal baliki yang imelibatkan dua pihak penjual idan pembeli. 
Kedua ibelah ipihak yang membuat iperjanjian ijual belii imasing-masingi memilikii haki 
dan kewajibani untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimanaiumum-
nya, iperjanjian merupakan suatu lembaga hukumi yangi berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak dimana para ipihak ibebas iuntuk imenentukan bentuki dan isi ijenis iperjanjian 
iyang imereka buat. 
Berdasarkani ketentuan Kitab iUndang-Undang iHukum Perdata (selanjutnya 
disingkat “BW”) Pasal 1457 yang menyataskan bahwa iJual-beli merupakan iperjanjian, 
dengan pihak yang satui yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkani suatu ikebendaan, 
dan pihak yang lain melakukan ipembayaran iharga iyang telah dijanjikan. iDalam iPasal 
tersebut hanya disebut perkataan “menyerahkan” tanpa tambahan iperkataan “haki imilik”, 
namun isesuai idengan tujuan iperjanjian ijual beli ikedua ibelah pihak bermaksud iagar hak 
milik atas ibarang yang dijual belikan beralih dari ipenjual kepada ipembeli, artinya penjual 
melepaskan hak milik atas ibarang yang dijual kepada pihak ipembeli.Dalam melakukan 
jual beli terdapat syarat-syarat isahnya jual belii dimana isyarat-syarati sahnya iperjanjian 
yang tercantum dalam iPasal 1320 iBW dengan sendirinya iberlaku ijuga bagi sahnya perjan-
jiani jual ibeli, iyaitu: 
a. Kataiisepakat antara ipenjual dani pembeli. 
b. Kemampuan/ kecakapan baik ipenjual maupun pembeli untuk imengikat diri. 
c. Objeki tertentu/yang idapat iditentukan. 
d. Sebab/kuasa iyang halal.4 
Kesepakatan merupakan kehendak pihak-pihak yang bersesuaian satu sama lain dan 
ternyata dari pernyataani dari kehendaknya sendiri. Perjanjiani terjadi oleh iadanya 
penawarani dan penerimaani yang saling berhubungan. Penawaran dan penerimaan dapat 
dilakukan dengan tegas atau dengan idiam-diam.5 
Definisii perjanjian telah diatur dalam Pasal i1313 Burgerlijk iWetboek (selanjutnya 
disebut “BW”), yaitu menentukan bahwa iPerjanjian merupkan  sebuah iperbuatan hukum 
iantara satu orang atau lebih yang telah mengikatkan dirinya terhadap isatu iorang atau 
ilebih. Menurut iPurwahid Patrik berpendapat bahwa perjanjiani terjadinya karena iadanya 
perbuatan hukum yang iterjadi, yang sama dengan iformalitas dari peraturan hukum yang 
ada, itergantung dari persesuaian ipernyataan ikehendak antara isatu dengan yang lain yang 
ditujukan untuk timbulnyai akibat ihukum idemi ikepentingan satu pihak atas beban pihak 
lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.6 
Dengan demikian Perjanjian merupakani sesuatu iperbuatan hukum, dimana terdapat suatu 
perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hilangnya hukum atau hubungan hukum 
kehendak oleh perbuatan orang atauiorangiitu.7 Sri Soedewii Masjchoen iSofwan, berpen-
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dapat bahwa iPerjanjiani merupakan adaya seseorang atau lebih yang saling mengikatkan 
diri sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum.8 Selain itu, iTan Kamello juga mem-
berikan idefinisi perjanjian ibahwa iPerjanjian adalah adanya kata isepakat untuk saling 
imengi-katkan diri mengenai sesuatu objek dengan tujuan tertentu dan mengakibatkan 
akibat hukum sehingga imenimbukan suatu hubungani hukum antara dua iorang at-
auilebih.9 Perbedaan ipandangan diatas menujukan ipihak yang satu melihat objeknyai dari 
perbuatan yang dilakukan subjek hukum, isedangkan pihak yang lain imeninjau dari hu-
bungan ihukumnya sehingga imenyebabkan iadanya isudut pandang yang iberbeda. 
Perjanjian merupakan sumber dari perikatan oleh karena itu segala ketentuan 
mengenai perjanjian tunduk pada buku iIII iBW yang menganut asas kebebasan dalam ihal 
membuat perjanjian. iSubekti mengemukakan bahwa idalam ketentuan iPasal 1338 BW yang 
menerangkan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka iyang membuatnya”, yang dimaksud pasal tersebut adalah bahwa tiap 
perjanjian mengikat ibagi kedua ibelah pihak sehingga dapat di simpulkan itiap orang 
ileluasa membuat perjanjiani iapa saja, asal itidak imelanggar ketertiban umum atau ikesu-
silaan.10 
Adapun syarat-syarat perjanjian berdasarkan iPasal i1320 BWi yaitu: 
1. Sepakati imereka iyang imengikatkan idirinya 
2. Kecakapan iuntuk imembuat suatu iperikatan 
3. Suatu ihal tertentu 
4. Suatu isebab iyang ihalal 
Untuk ilebih ijelasnya, berikut iini akan idiuraikan satu persatu imengenai keempat syarat 
untuk sahnya isuatu perjanjian ijual beli, iyaitu sebagai iberikut: 
ad.1. Sepakat imereka yang mengikatkan idirinya 
Yang idimaksud adalah ibahwa ikedua isubjek yang imengadakan iperjanjian iitu 
iharus bersepakat, isetuju atau iseia-sekata imengenai ihal-hal yang ipokok-pokok 
dari perjanjian yangi idiadakan itu. iapa yang dikehendaki pihak satu juga dike-
hendaki ipihak lain. 
ad.2. Kecakapani iuntuk membuat isuatu perikatan 
Yang iidimaksud adalahi orang yangi membuat iperjanjian haruslah icakap menurut 
hukum, isetiap orang yang sudah dewasa iatau akil baliq idan isehat pikirannya, ada-
lah cakapi imenurut ihukum. 
ad.3. Mengenai suatui hal itertentu 
Suatui iperjanjian iharus mengenai isuatu hal itertentu, iartinya iapa yang diperjanji-
kan ihak-haki dan ikewajiban keduai belah ipihak jika timbul suatu iperselisihan. 
Barang yang dimaksudkan dalami iperjanjian harus iditentukan jenisnya dan ibarang 
tersebut sudah ada ditangani pihak berhutangi pada waktu perjanjian dibuat serta 
jumlahnyai dapat dihitungi atau iditetapkan. 
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ad.4. Suatu sebab iyang halal 
Pasal 1320i KUHPerdata/BW menetapkan syarat ikeempat dimana imenyatakan ada-
nya suatu perjanjiani yang isah serta adanya isuatu sebab yang idiperbolehkan/ ha-
lal, yaitu sesuatu yangi imenyebabkan iseseorang dapat membuat isuatu perjanjian 
atas objek yang sah dan itidak terlarang. 
Yang dimaksud isebab dari suatu iperjanjian adalah isi iperjanjian iitu sendiri.11 
Dalam ikeempat syarat tersebut idapat idibedakan imenjadi syarat subjektifi dan syarat 
objektif. iSyarat subjektif merupakan syarat yang jika itidak terpenuhi karena perjanjian 
yang dibuat dapat dibatalkan karena adanya salah isatu pihak imempunyai hak untuk 
meminta. Pihak yang imeminta pembatalani yaitu ipihak yang yang tidak icakap atau ipihak 
yang imemberikan sepakatnya secara tertentu. iSedangkan syarat iobjektif merupakan syarat 
yang jika tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal idemi hukum, iartinya tidakipernah 
idilahirkan dan tidak pernah iada isuatu perikatan.12 Perjanjian  sebagaimana diatur dalam 
BW terdiri dari adanya Juali Beli, Tukar-Menukari, Sewa-Menyewai, adanya Perjanjiani 
Untuk iMelakukan Pekerjaan, iPersekutuan, Hibah, iPenitipan Barang, iPinjam-Pakai, 
iPinjam-Meminjam, iPerjanjian iUntung-Untungan, Pemberian iKuasa, daniPenang-gungan 
Utang. 
Diperjanjian jual ibeli ada beberapa ipihak yang saling iberhubungan, satu isama ilain 
isaling terikat diri ke idalam perjanjian. iTerdapat kondisi idalam interaksi isosial dan 
ikomersial,yang menyangkut bendai tidaki bergerak, seperti tanah dan bangunan beserta 
turunannya. Berdasarkan Undang-Undang iNomor 28 Tahuni 2002 tentang iBangunan 
iGedung, ipengertian ibangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan ikonstruksi yang 
imenyatu dengan itempat kedudukannya, sebagian iatau seluruhnyai berada di atasi 
dan/ataui di dalam tanahi dan/ataui air, yang iberfungsi sebagaii tempat imanusia 
melakukani kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat itinggal, kegiatan ikeagamaan, 
kegiatani usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun ikegiatan khusus. Bangunani yang dalam 
pengalihannya iharus dilakukani dengan aktai otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat 
yang berwenang imerupakan benda itidak bergerak. iNamun dalam praktek yang terjadi di 
masyarakat, perjanjian ijual beli iyang dilakukan banyak imengalami beberapa penyim-
pangan. 
Berdasarkan iPasal 1457i BW menentukan ibahwa jual ibeli adalah iperjanjian yang 
dibuat antara pihak yang satu yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda-
benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan. iSelanjutnya 
dalam iPasal i1458 BW diatur mengenai saat terjadinya jual beli yang menentukan, iJual beli 
itu idianggap telah terjadi antara ipihak yang satu dengan yag lainnya isetelah pihak iyang 
satu dan lainnya telah mencapai kata sepakat tentang benda tersebut dan harganya, 
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, imaupun harganya ibelum dibayar.” 
Menurut R.M. iSuryodiningrat menyatakan bahwa: 
Pasal 1458i BWi berbunyii sama dengan Pasal 1583 Codei Civil Perancisi dengan 
perbedaan demikian, ibahwa menurut Pasal 1583i Code Civili itu pada saat 
tercapainyaikata-sepakat hak milik atas barang yang dijualbelikan sudah beralih juga dari 
penjual kepada pembeli, sedangkan imenurut sistem iBWi hak imiliki baru iberalih dari 
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penjual kepada pembeli setelah idilakukan penyerahan ibarang serta inyata dan menurut 
hukum.13 
Dalam jual beli adapun kewajiban penjual berdasarkan Pasal 1474 BW adalah: 
a. Memberikan benda kepada pembeli berupa hak milik. 
b. Menjamin adanya kenikmatan dan ketentraman bagi pembeli atas barang yang dibelinya 
Disamping itu dalam hal penyerahan benda yang dijual kepada pembeli dalam hak 
milik, BW mengenalitiga jenis benda, danikarena itu adai3 (tiga) caraipenyerahan, meliputi: 
1. Penyerahan ibenda bergerak 
Menurut pasal 612 BWi penyerahan bendai bergeraak dilakukan idengan penyerahan 
nyata, artinya ipenyerahan langsung idari tangan ke tangan. Lebihi lanjut Pasal i612 ayati 
(2) BWi menetukan penyerahan tidak iperlu idilakukan apabila benda yang harus 
diserahkan telah dikuasaii atau berada di tangan orang yang iakan menerima bendanya. 
2. Penyerahan benda itidak bergerak 
Penyerahan ibenda tidak bergeraki dilakukan dengani akta otentik yang dibuat oleh 
pejabat inotaris, ikecuali untuk tanah dan bangunan sejak berlakunya iUndang-undang 
Pokok iAgraria dilakukan dengan akta iPPAT (Pejabat iPembuat Akta iTanah) dan harus 
didaftarkan di iKantor Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan iPemerintah No. 10 
Tahun i1961. 
3. Penyerahan ipiutang atasi nama dan hak lainnya 
Menurut pasal i613 BW dilakukan idengan akta inotaris atau akta di ibawah tangan iyang 
harus idiberitahukan kepada idebitur, atau isecara tertulis disetujui dan idiakuinya.14 
Dalamimenjamin kenikmatan sebagaimana yang merupakan kewajiban penjual menurut 
R.M. Suryodiningrat bahwaibendaiyangidijualibelikan adalah sungguh-sungguh milik 
penjual sendiri, danitidakimungkiniakan terjadi gangguan dari pihakiketiga yang menga-
kuibahwa bendaiyang dijual belikan adalah miliknya merupakan jaminan yang dapat 
memberikan kenikmatan yang tenteram dan damai, idan karena ituidapat mengaju-
kanituntutanidi muka pengadilan apabila salah satu pihak merasa adanya gang-
guanidariipihak ketiga.15 
Adapun kewajban dari pembeli berdasarkan Pasal 1513iBW yangimenentukan 
bahwa “Kewajiban utama si pembeli  ialah membayar hargaipembelian, padaiwaktu dan di 
tempat sebagaimanaiditetapkan menurutiperjanjian.” iSelanjutnya mengenaiihakikeben-
daaniyang diperoleh sebagai akibat dari jual beli tersebut dimana dalamiPasal 616iBW 
menentukan mengenai penyerahan benda tidak bergerak yang menentukan bah-
waiPenyerahan bendaitidak bergerak dilakukanidengan membuat akta yangibersangkutan 
denganicara yang dilakukanidalam Pasal 620 BWi. Selanjutnyaidalam Pasal i620 BWi 
menyatakan: 
(1) Dengani mengindahkani iketentuan-ketentuan yang termuat dalam tiga ipasal iyang 
lalu, pengumuman termasud di atasi dilakukan dengan imengindahkan sebuah salinani 
autentik yang ilengkap dari iakta iautentik atau keputusan yang bersangkutan ke 
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ikantor penyimpanan ihipotek, yang mana idalam lingkungannya barang-barangi tidak 
ibergerak yang iharus diserahkan itu berada, dan idengan membukukannya idalam 
iregister. 
(2) Bersama-samaii dengani pemindahani tersebut di atas, pihaki yang berkepentingan 
harus menyampaikan ijuga kepadai penyimpani ihipotek, isebuah salinani autentik 
yang ikedua atau sebuahi ipetikan autentik dari iaktai atau keputusan itu, iagar 
penyimpanan mencatat di dalamnya, hari ipemindahan berserta bagian dan inomor dari 
register yang bersangkutan. 
SelanjutnyaiiRachmadiiiUsmaniberpendapat bahw : 
Kebendaan bergerak tidak memiliki isifat daluarsa, karena ibezitter dari ikebendaan 
bergerak dianggapi sebagai ipemilik dari kebendaan tersebut, sedangkan untuk kebenda-
anitidak bergerak dikenal iadanya idaluarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1963 
BW. 
Ketentuani dalam Pasal i1963 iBW menentukan ibahwa: 
(1) Siapa yang dengani iitikad baiki dan berdasarkani suatui ialas hak yang sah, memperoleh 
suatu bendaiitidak bergerak, suatu bunga, atau suatu ipiutang lain yang tidak harus 
dibayar atas tunjuk, imemperoleh hak imilik iatasnya, dengan ijalan idaluwarsa idengan 
suatu ipenguasaan selama duai puluh itahun. 
(2) Siapai iyang dengan iitikad baik menguasainya selama itiga puluh tahun, imemperoleh 
hak mili, dengan itidak dapat idipaksa untuk mempertunjukkan alas ihaknya. 
MenurutiSubekti, benda ada 3 (tiga) jenis yaitu benda dalam arti luasiadalahibendaiberarti 
objek sebagaiilawanidari subjekidimanaisegala sesuatunyaiyang dapatidihakiioleh orang, 
benda dalam artiisempitiyaituisebagaiibarang yangidapat terlihat dan bendaiyang berarti 
kekayaan seseorang yang jugaimeliputiibarang-barangitidak terlihatiseperti hak.16 Da-
lamipraktekijual beli ditemukan bahwa terdapat JualiBeli Stand yang terdapat di Mall X 
dimana stand tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Stand dan pengoperan Hak 
Berdasarkan kepemilikan Stand tersebut diterbitkanlah Sertipikat Hak Pakai Ruangan (stand) 
oleh pengelola mall tersebut. Dalam Sertipikat Hak Pakai Stand tersebut mengatur mengenai 
tentang Hak memakai Ruangan Stand yang diberikan kepada pemegang Sertipikat Hak 
Pakai Stand yaitu sebagai berikut: 
1. Penjual/pengelola mall tersebut adalah sebagai pemilik tanah berikut semua bangunan 
ruangan dan lain-lain bagunan yang berdiri diatas persil tersebut. 
2. Berdasarkan Akta Perjanjian mengenai pemberian hak memakai ruangan (Grosir) 
memberikan Hak Memakai Ruangan (grosir) untuk masa/waktu selama-lamanya 
kepada  pemegang Hak Memakai Ruangan (grosir). 
3. Pemegang Hak Memakai Ruangan diberi kebebasan wewenang apabila hendak memin-
dahkan/mengoperkan hak memakai ruangan tersebut kepada pihak ketiga, apabila 
terjadi pemindahan hak maka harus dicatat dalam administrasi Penjual/pengelola mall. 
Kemudian dikarenakan telah dilakukannya jual beli stand dan pengoperan hak di hadapan 
Notaris maka kepemilikan bangunan stand tersebut telah beralih menjadi milik pembeli 
namun dalam Sertipikat Hak Pakai Stand tersebut mengatur dimana Penjual/Pengelola mall 
adalah sebagai pemilik tanah berikut semua bangunan ruangan dan lain-lain bangunan yang 
berdiri diatas persil tersebut. 
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Tipeipenelitian yangidilakukanidalam penulisaniini adalah itipe ipenelitian iyuridis 
normatif yaitu suatu penelitian dengan mempergunakan bahan-bahanikepustakaan yang 
meliputi peraturaniperundang-undangan serta literaturiyang berkaitan dengan hukumiper-
janjian, jualibeli danihukumikebendaan 
a. Pendekatan Masalah 
Pendekatanimasalahiyangidigunakan adalah yang pertamaistatueiapproach, yaituide-
ngan menelaahisemuaiundang-undang dan regulasiiyang bersangkutipautidengan isu 
hukum yang sedang ditangani,17 yang kedua adalah conceptual approach adalah pendekatan 
dengan cara pendekatanimelaluiikonsep, pendapatiparaisarjana yang adaidi buku-buku 
literatur dan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 
b. Sumber Bahan 
Sumber atau bahanihukum yangidigunakaniadalah bahan hukum primeriyaitu 
bahan hukum yang sifatnyaimengikatiberupa KitabiUndang-UndangiHukumiPerdata, pera-
turan perundang-undangan yang berkaitan denganiJualiBeliiTanah daniBangunan. 
c. Langkah Penulisan 
Langkahipenulisan didalam penulisan ini adalahidengan pengumpulan bahanihu-
kum yang dilakukan melaluiistudiikepustakaan yaituidiawali denganiinventarisasi semua 
bahan hukum yangiterkait dengan pokokipermasalahan, kemudian diadakan spesifikasi 
dengan imemilah-milah bahani hukum yang terkaitiselanjutnyaibahanihukumitersebutidi-
susunidenganisistematisiuntuk lebih mudah dalam membaca dan mempelajari. 
B. Pembahasan 
1. Hak Memakai Ruangan Sebagai Bezit 
Pengoperan Haknya yang tertuang di dalam Akta Jual Beli stand dan Pengoperan 
Haknya, Pengelolah mall/ penjual memberikan Hak Pakai atas bangunan stand tersebut 
kepada pembeli stand dimana hak pakai tersebut tidak terbatas atau tidak memiliki batasan 
waktu. Berdasarkan Pasali1548iBW menetukan bahwa iSewa-menyewaiialah suatuiperjan-
jian yang dibuatiuntukimemberikanikenikmatanidariisuatuibarangitertentuise-lama waktu 
tertentuidengan adanyaipembayaran suatu harga dan pembayaran tersebut disanggupi oleh 
pihak yang saling mengikatkan dirinya untuk memberikanipihakiyangila-inisuatuikenik-
matanisuatuibenda. 
Perjanjianisewa-menyewa idikatakanisahi dani mengikat isaat itercapainyai kata se-
pakat mengenai unsur-unsur yaituibarang daniharga, isehingga barang tersebutidiserah-
kanitidakiuntuk dimiliki, tetapi hanyaiuntukidipakai, dinikmatiikegunaannya artinya 
penyerahan tersebut bersifat kekuasaan belaka atasibarangiyangidisewa. Namun ada 
beberapa unsur-unsur dari sewa-menyewa yaitu berupa: 
1. Bendai 
2. Hargai 
3. Waktui  
Perolehan bangunan stand (Grosir) oleh pembeli stand tidak dapat dikatagorikan 
sebagai sewa-menyewa, karena sewa-menyewa mempunyai batas tenggang waktu dalam 
                                                             
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006). 
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arti sewa-menyewa memiliki batasan waktu dan dilakukan pembayaran suatu harga setiap 
tengang waktu yang ditentukan berdasarkan pada kesepakatan dari paraipihak. 
Mall yang pada umumnyaiterdiri dari beberapa lantai dan ruangan stand yang 
sebagian di sewakan dan sebagian lagi di perjual belikan kepada masyarakat seperti yang di 
alami pembeli stand pada mall X sehingga hak atas tanah berikut bangunan yang berada 
diatasnya adalah milik Pengelolah Mall/Penjual di mana Pengelolah Mall/Penjual  
mendirikan bangunan yang terdiri dari ruangan-ruangan seperti halnya rumah isusun. Ber-
dasarkan Pasal i1 angka i1 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-UndangiNo. 20iTahuni2011i 
tentang RumahiSusun menentukanibahwa: 
RumahiSusuniadalahibangunanigedungibertingkat yangidibangunidalamisuatu ling-
kungan yangiterbagiidalamibagian-bagianiyang distrukturkanisecara fungsional, baikida-
lam arah horizontalimaupunivertical danimerupakanisatuan-satuaniyangimasing-masing 
dapat dimiliki danidigunakanisecaraiterpisah, terutamaiuntuk tempat hunian yang dileng-
kapi denganibagian bersama, benda bersama, idan tanahibersama.  
SelanjutnyaiPasal 44iayat (2) menentukan bahwa: 
Pembangunanirumahisusun dinyatakaniselesai sebagaiman dimaksudipada iayat (1) 
apabila telah iditerbitkan: 
a. SertifikatiLayakiFungsi ; idan 
b. SHMisarusuniatauiSKBGisarusun. 
Dalam ketentuan tersebut di atas bahwa bagian dari rumah susun dapatidimiliki dan 
digunakanisecaraiterpisah. Pengelolah Mall/Penjual  menjual ruangan (stand) kepada 
pembeli stand berdasarkan Akta Jual Beli Stand dan Pengoperan Hak, di mana pembeli stand 
diberikan hak berupa hak memakai atas ruangan stand (Grosir). Hak memakai ruangan stand 
tersebut bukanlah pengertian hak pakai atas tanah dan tidak termasuk dalamikepemilikan 
atas satuan rumahisusun, karena sertifikat kepemilikaniyang dikeluarkan berupa Sertifiktat 
HakiMilik atas satuan rumah susun atau SertifikatiKepemilikaniBangunanisatuan rumah 
susun. Hal ini karena Pengelolah Mall/Penjual tidak menjadikan Pasar Atum sebagai 
Rumah Susun sebagaimana diatur dalamiUndang-Undang RumahiSusun. 
Berdasarkan Pasal 823iBW menentukanibahwa “Pemakaiitak diperbolehkanimenye-
rahkan atauimenyewakanihaknya kepada orangilain”. Hakipakai dan hak mendiami 
merupakan hak kebendaan yang sifatnya terbatas, hal ini disebabkan karena ketentuan BW 
yang mensyaratkan bahwa pemakai tidak boleh menyerahkan atau menyewakan haknya 
kepada orang lain, sedangkan pembeli stand diperbolehkan untuk menyerahkan atau 
mengalihkan bangunan stand tersebut kepada pihak lain dengan syarat harus melaporkan 
kepada Pengelolah Mall/Penjual. 
Sejaki berlakunya ketentuani Undang-Undangi Pokoki Agraria yang imengatur 
mengenai tanah maka ketentuan haki pak  ai atasi bendai tidak bergerak yang diatur dalam 
BW sudah tidak dipergunakan lagi. Berdasarkani konsideransi Undang-Undangi Pokoki 
Agraria No. i5 iTahun i1960i angka 4i telah diyatakan imencabuti bukui ike-II iBWi 
sepanjangi yang imengenai Bumi, iAir serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek. Berdasarkan hal tersebut maka Hak 
Memakai Ruangan stand (Grosir) yang dimiliki pembeli stand tidak tunduk pada ketentuan 
Hak Pakai yang diatur dalam BW, karena hak memakai ruangan stand (Grosir) pembeli stand 
berada pada tanah dan bangunan sehingga ketentuan yang terdapat dalam BW mengenai 
benda tidak bergerak khususnya tanah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang 
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Pokok Agraria. Hak memakai ruangan stand selain tidak dapat tunduk pada ketentuan hak 
pakai dalam BW juga tidak dapat dikategorikan sebagai hak-haki atas tanahi menurut 
Undang-Undangi Pokok Agraria, karena hak memakai ruangan stand yang dimiliki pembeli 
stand diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pengertian hak pakai 
atas tanah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) i Undang-Undang No. 5 Tahun 1960i tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa: 
Haki pakaii adalahi hak untuki menggunakani dan/atau memunguti hasili dari 
tanahi yang dikuasai ilangsung oleh iNegara atau itanah milik orang lain, yang imemberi 
wewenangi dan kewajibani yang ditentukan dalami keputusani pemberiannya oleh pejabat 
yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 
ibukan perjanjiani sewa-menyewaii atau perjanjiani pengolahani tanah, segala sesuatu asal 
tidak bertentangani idengan jiwai dan ketentuan-ketentuani iUndang-Undang ini. 
Selanjutnyai Pasal 49i ayat (1) Peraturan Pemerintahi iNo 40 Tahun 1996 tentang Haki 
Gunai Usaha, Hak iGuna iBangunan dan Hak iPakai Atas Tanahmenentukan bahwa “Hak 
pakai atas tanah ihak milik idiberikan untuk ijangka waktu paling ilama idua puluh ilima 
tahun dan tidak idapat idiperpanjang”. Berdasarkan ketentuan diatas maka hak memakai 
ruangan stand yang dimiliki pembeli stand tidak dapat tunduk pada ketentuan hak pakai 
yang ada dalam iUndang-Undang Pokok iAgraria dan iPeratuan Pemerintah No. i40 Tahun 
i1996 karena hak memakai ruangan stand tidak termasuk dalam unsur-unsur hak pakai 
dalam Undang-Undang iPokok Agraria. 
Hak memakai ruangan stand yang di berikan Pengelolah Mall/ Penjual  merupakan 
hak pakai yang tidak ada jangka waktunya, namun hak memakai ruangan stand ini bukanlah 
hak milik atas stand tersebut meskipun tidak ada jangka waktu yang membatasi berakhirnya 
hak memakai ruangan stand tersebut. Hak memakai ruangani stand yang dimiliki pembeli 
imerupakan hak kebendaan berupa beziti (kedudukan berkuasa) yang di atur dalam BWi 
pada Pasal 529i sampai dengan Pasali 569. 
Berdasarkan iPasal 529 BWi menentukan bahwa “Yangi dinamakan ikedudukan 
iberkuasa ialah, kedudukan iseseorang yang imenguasai isuatu kebendaan, baik dengan idiri 
isendiri, maupun dengan perantara iorang lain, dan yang iimempertahankan atau menik-
matinya selaku orang iyang memilikii kebendaani itu”.Jadi ibenda yang dikuasai dan 
dinikmati ioleh seseorang itu belum tentu miliknya sendiri tetapi hanya seolah-olah milik-
nya sendiri. Orang yang menguasai benda yang dikuasai dan bukan miliknya sendiri 
disebut ibezziter. 
Bezit dapat terjadi pada benda berwujud dan bendaitidakiberwujud seperti bezit 
benda dan bezit hak. MenurutiSriiSoedewiiMasjchoen Sofwan,ibezit terbagiimenjadi 2i (dua) 
imacam yaitu: 
1. Burgerlijkibeziti/ bezitiialah bezit dimana bezziternya sudah mempunyai kehendak untuk 
memilikiibarang tersebutiuntuk dirinyaisendiri. Burgelijki bezit biasanya ada pada 
pemiliknyaisendiri. 
2. Detentieiialah bezit dimanaibezziternya di siniitidak mempunyaiihak atau keinginan untuk 
mempunyaiibarang itu untuk dirinyaisendiri. DalamiDetentie iseseorang menguasai 
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benda tersebutiberdasarkan ihubungan hukum yang tertentu idengan orang lain, 
misalnya karenaisewa-menyewa, idipinjamnya, idigadaikan, idan lain-lain.18 
Selanjutnya Rachmadi Usman mengatakan bahwa dalam burgerlijk bezit, seseorang 
menguasai suatu benda secara nyata dan bersikap seperti seorang pemilik serta berke-
inginan untuk menjadi pemilik, tetapi sebenarnya dia bukanlah pemilik sejati.Sementara 
dalam detentie seseorang secara murni menguasai suatu benda tanpa kehendak untuk 
memiliknya. 
Hak memakai ruangan stand yang dimiliki tersebut merupakan burgerlijk bezit, 
dimana pembeli yang menempati stand tersebut bersikap seolah ia pemilik serta mempunyai 
keinginan untuk memiliki walaupun sebenarnya ia bukanlah pemilik. Menurut Rachamadi 
Usman cara perolehan bezit dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 
1. Dengan cara Occupatio yaitu bezit dapat idiperoleh dengan melalui cara pendakuan atau 
pengambilan, yakni perbuatan ipenguasaan atas suatu kebendaan dengan tanpa ibantuan 
orang laini atau dilakukan sendiri dengan cara imengakui, imenduduki atau imenguasai 
sesuatu kebendaan yang ibergerak maupun tidak ibergerak yang itidak ada ipemiliknya. 
2. Dengan cara tradition, yaitu ibezit atas suatu kebendaan idapat diperoleh imelalui cara 
pengoperan atau ipenyerahan bendanya (traditio), yakni perbuatan ipenguasaan atas 
sesuatu ikebendaan yang sudah iada pemiliknya atau dengan ibantuan orang lain yang 
sudah menguasainya isebelumnnya. 
Hak memakai ruangan stand yang diberikan oleh PT Proslam Plano & Co kepada 
Pembeli Stand berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengoperan Haknya merupakan bezit yang 
beritikad baik dalam cara perolehan bezit secara tradition yang diperoleh dengan berda-
sarkan jual beli dan pengoperan hak dari pihak yang membezit sebelumnya, serta penye-
rahan benda yaitu dalam arti Pembeli Stand menguasai langsung benda tersebut. 
Undang-Undangimemberikaniperlindungan bagi bezziter yangiberitikad baikiyaitu 
berdasarkan ketentuan Pasali548 BW yang menentukan sebagai berikut: 
1. Bezziter iyang bersangkutan tetap idianggap isebagai pemilik ikebendaan untuk 
sementara waktu isampai ipada saat ikebendaan itu idituntut ikembali dimuka ihakim 
pengadilan. 
2. Bezziter iyang ibersangkutan dapat imemperoleh hak milik atas kebendaan itu ikarena 
daluwarsa. 
3. Bezziteri iyang bersangkutan itetap berhaki imenikmati segalai ihasilnya dari ikebendaan 
itu isampai pada saat ipenuntutan kembali akan kebendaanynya dimuka ihakim 
pengadilan. 
4. Kedudukan isebagai bezziteri tetap harus idipertahankan atau dipulihkan ibilamana saat 
mendudukinya imendapatkan gangguan dalam imemangkunya atau ikehilangan ke-
dudukan. 
Dalam hal ini perlindungan bagi bezziteriberitikad baik terdapat jaminan perlindungan 
hukum, karena Pembeli Stand tersebut sebagai bezziter mempunyai hak untuk memakai 
ruangan (stand) untuk masa/waktu selamanya. 
Tandai bukti kepemilikani Hak imemakai ruangan stand (Grosir) yang idimiliki 
iPembeli Stand iberupa sertipikati hak imemakai ruangan istand yang di keluarkan ioleh 
Penjual/Pengelolai Mall iPengertian iSertipikat dapat ditemukan idalam ketentuan 
Peraturan iPemerintah No. 24 Tahun 1997i tentang iPendaftaran Tanah pada iPasal 32 iayat 
(1) yang imenyatakan bahwa “Sertipikati merupakan itanda bukti hak iyang iberlaku 
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sebagai ialat pembuktian yang ikuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku itanah hak iyang ibersangkutan”. 
Walaupun hak memakai ruangan istand (Grosir) yang dimiliki iPembeli Stand tidak 
didaftarkan dalam ibuku tanah yang terdapat ipada ikantor pertanahan melainkan 
diterbitkan oleh iPenjual/Pengelola Mall yang sebagai pemilik dari tanah dan bangunan 
Mall, namun dalam pengertian tersebut menunjukan bahwa iSertipikat iHak Memakaii 
Ruangan yang dimiliki Pembelii Stand imerupakan isurat itanda ibukti hak ipakai yang 
berlaku sebagai ialat ipembuktian yang kuat mengenai idata fisik idan idata yuridis yang 
termuat di dalamnya. 
C. Penutup 
Berdasarkan pada pembahasan sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya, mengenai 
jual beli stand dan pengoperan haknya, maka dapatidisimpulkan bahwa jualibeliistand antara 
Penjual dengan Pembeli dapat dibenarkan, sah, dan memiliki perlindungan hukum bagi 
pembelinya. 
Adapun adanya alasan hukum tersebut dikarenakan: 
a. Jualibeli stand antaraiPenjualidenganiPembeli merupakan juali beli benda tidak 
berwujud yaitu berupaihak dimanaihak yang diberikan berupa hakimemakai ruangan 
dengan masa/waktuiselama-lamanya.  
b. Jualibeliiyang dilakukan merupakan jualibeli hak karena objek dari jualibeli tersebut 
merupakan benda tidakiberwujud. 
c. Penjual hanya memberikan hak pakai terhadap ruangan stand tersebut di mana 
hakipakai yangidiberikan merupakan hakipakai terhadap benda tidak bergerak dimana 
hakipakai tersebut merupakanihak kebendaan yangimemberikan kenikmatan bagi 
pemegangnya yaitu berupa bezit, berdasarkan Pasal 529 – 569 BW. 
d. Pembeli bangunan stand hanya memperoleh bezit, sehingga antara Penjual dengan 
Pembeli hanya dilakukan jual beli hak dimana Pembeli memiliki hak untuk menguasai 
bangunan stand tersebut untuk masa/waktu selama-lamaya namun tidak untuk dimiliki 
sehingga dapat dikatakan adanya perlindungan hukum bagi pembelinya, walaupun di 
dalam sertipikat yang diterbitkan oleh penjual menentukan bahwa penjual adalah 
sebagai pemilik tanah berikut semua bangunan ruangan dan lain-lain bagunan yang 
berdiri diatas persil tersebut, Penjual tidak dapat mengambil alih kembali stand tersebut 
karena berdasarkan perjanjian yang telah disepakati Pembeli telah mendapatkan hak 
berupa hak memakai ruangan (stand) untuk masa/waktu selamanya.  
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